BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

2.

Berdasarkan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa kedudukan
hukum hibah atas HKI berdasarkan UUHC adalah sah apabila
memenuhi syarat-syarat hibah. Adapun syarat-syarat hibah yang
dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

a) Adanya kesepakatan antara pemberi hibah dengan penerima hibah.
b) Hibah dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mendapatkan imbalan.
c) Dalam pengalihan hibah HKI objek hibah tidak dapat ditarik kembali.
d) Hibah atas HKI dilakukan ketika masih hidup.

e) Objek Hibah yakni HKI dapat diserahkan ketika hibah dilaksanakan.
f) Hibah atas HKI sah bila dilakukan atau dicatat dalam Akta Notaris.

Dalam hal objek hibah, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak
berwujud. Yang dapat dialihkan dalam Hak Cipta adalah hak
ekonominya saja, hak moral tetap melekat pada diri pencipta.
Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas baik dengan
ataupun tanpa akta notaris, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 16
ayat (2) UUHC. Dalam hal pencatatan pengalihan hibah terjadi
perbedaan antara KUHPerdata dengan UUHC. Didalam KUH Perdata
disebutkan bahwa penghibahan sah apabila dilakukan dengan
menggunakan akta notaris. Hal ini merupakan suatu keharusan yang
harus dipenuhi. Sedangkan dalam ketentuan UUHC hibah sah apabila
dilakukan dengan jelas dan tertulis baik dengan maupun tanpa akta
notaris. Hal tersebut dapat dipahami bahwa penghibahan sah apabila
dilakukan dengan jelas dan tertulis, akta notaris tidak merupakan
suatu keharusan.

Kedudukan hukum hibah atas HKI menurut Hukum Ekonomi Syari'ah



adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah. Adapun rukun

dan syarat yang dimaksud adalah:

a) Hibah atas HKI harus dilakukan antara pemberi hibah dan penerima
hibah yang memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya
adalah islam, mukallaf atau cakap bertindak hukum, melakukan
hibah atas kehendak sendiri (bagi pemberi hibah).

b) Hibah dengan menggunakan objek HKI. Dalam hal objek hibah, HKI
dipandang sebagai harta. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah,
Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hasil pemikiran,
ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena harta tidak
hanya berbentuk materi, tetapi juga bersifat manfaat. Adapun HKI
yang dapat dijadikan objek hibah adalah HKI yang tidak
bertentangan dengan syari‘at.

c) Hibah atas HKI harus dilakukan dengan ijab gabul.

Pengalihan kepemilikan hak atas HKI dilakukan dengan cara gabd

hukmi (serah terima non fisik) dalam barang-barang yang bisa

dipindahtangankan dengan takhliah wa tamkin karena penyerahan
barang yang tidak berwujud yakni dengan menyerahkan barang hak
kepemilikan sehingga barang itu menjadi hak milik penerima hibah.

Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh

penerima hibah. ljab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata,

tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan
harta secara cuma-cuma. Sehingga pencatatan pengalihan hibah

dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah bukan suatu keharusan.

B. Saran
Setelah penulis mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam
kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu:
1. Proteksi dalam bidang HKI yang dilakukan oleh pemerintah sudah
berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya undang-
undang yang direvisi di bidang HKI agar sesuai dengan

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam



UUHC masih perlu untuk ditinjau dalam hal pengalihan HKI.
Kurangnya ketentuaan yang mengatur tentang prosedur dan
mekanisme pengalihan HKI membuat masyarakat kurang mengerti.
Sehingga perlu dikaji kembali undang-undnag tersebut.

. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
diharapkan dapat membuat suatu lembaga yang khusus menangani
pengalihan HKI di Indonesia. Karena kurangnya pemahaman tentang
pengalihan HKI, agar pencipta menjadi mudah apabila ingin

mengalihkan haknya.
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